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Abstrak 
Perkembangan wilayah kota yang dinamis membawa berbagai macam dampak bagi pola kehidupan 
masyarakat kota itu sendiri, antara lain peningkatan kebutuhan kawasan permukiman. Akibat tingkat 
urbanisasi yang tinggi menjadikan kawasan permukiman semakin padat hingga membentuk lingkungan 
permukiman kumuh. Kota Kotamobagu merupakan salah satu kota di Provinsi Sulawesi Utara yang juga 
memiliki permukiman kumuh. Salah satu kawasan permukiman kumuh terdapat di Kecamatan 
kotamobagu Timur. Kawasan permukiman di Kecamatan Kotamobagu Timur memiliki permasalahan-
permasalahan yang harusnya tidak dimiliki oleh kawasan permukiman, antara lain adanya kepadatan 
bangunan, kondisi permukiman yang tidak teratur, kurangnya sarana pendukung atau fasilitasnya yang 
kurang memadai. Tujuan dalam penelitian ini adalah Menganalisis tingkat kekumuhan kawasan 
permukiman di Kecamatan Kotamobagu Timur. Penelitian ini berlokasi di Kelurahan Kotobangon 
Kecamatan Kotamobagu Timur. Metode yang digunakan adalah metode analisis skoring dan analisis 
deskriptif untuk menghasilkan penilaian tingkat kekumuhan kawasan permukiman di Kecamatan 
Kotamobagu Timur. Berdasarkan hasil analisis menunjukan dari 7 kriteria kondisi fisik didalamnya yaitu 
kondisi bangunan, kondisi jalan, kondisi drainase, kondisi air minum, kondisi air limbah, kondisi 
persampahan dan kondisi proteksi kebakaran pada lokasi penelitian dikategorikan menjadi kumuh ringan. 
Kata Kunci :Kawasan Kumuh, Permukiman, Kondisi Fisik
PENDAHULUAN 
Perkembangan wilayah kota yang 
dinamis membawa berbagai macam dampak 
bagi pola kehidupan masyarakat kota itu sendiri, 
antara lain peningkatan kebutuhan kawasan 
permukiman. Akibat tingkat urbanisasi yang 
tinggi menjadikan kawasan permukiman 
semakin padat hingga membentuk lingkungan 
permukiman kumuh. Menurut Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan 
Kawasan Permukiman ditegaskan bahwa 
permukiman kumuh merupakan permukiman 
yang tidak layak huni. Tidak layak huni karena 
memiliki kepadatan bangunan yang tinggi, 
dengan kualitas yang tidak memenuhi syarat, 
dan dibangun secara tidak beraturan. Selain itu, 
kondisi sarana dan prasarana lingkungannya 
juga tidak memenuhi syarat. 
Keberadaan kawasan permukiman 
kumuh di kota-kota besar dan berkembang telah 
menjadi masalah serius bagi masyarakat maupun 
pemerintah. Kondisi ini disebabkan oleh 
tingginya tingkat kepadatan penduduk, 
rendahnya tingkat pendapatan, rendahnya 
tingkat pendidikan masyarakat, banyaknya 
penduduk yang bermata pencaharian informal, 
keterbatasan lahan, dan rendahnya tingkat 
kepedulian dan kesadaran masyarakat terhadap 
lingkungan dan kurangnya partisipasi 
masyarakat terhadap penataan permukiman 
kumuh. Akibatnya kawasan yang terbangun 
tidak memperhatikan aspek penting permukiman 
yang berimplikasi memberikan gambaran suatu 
kawasan permukiman yang kumuh (Lantang, 
2013). 
Kota Kotamobagu merupakan salah satu 
kota di Provinsi Sulawesi Utara yang juga 
memiliki permukiman kumuh. Kota 
Kotamobagu memiliki kawasan permukiman 
kumuh sebanyak 8 kelurahan berdasarkan SK 
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Walikota Nomor 93 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Lokasi Kawasan Permukiman 
Kumuh. Salah satu kawasan permukiman kumuh 
terdapat di Kecamatan kotamobagu Timur. 
Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, 
kawasan permukiman di Kecamatan 
Kotamobagu Timur memiliki permasalahan-
permasalahan yang harusnya tidak dimiliki oleh 
kawasan permukiman, antara lain adanya 
kepadatan bangunan, kondisi permukiman yang 
tidak teratur, kurangnya sarana pendukung atau 
fasilitasnya yang kurang memadai. Oleh karena 
itu dilakukan penelitian untuk mengetahui 
seberapa tingginya tingkat kekumuhan di 




Kawasan permukiman adalah bagian dari 
lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik 
berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, 
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat 
tinggal atau lingkungan hunian dan tempat 
kegiatan yang mendukung perikehidupan dan 
penghidupan. Permukiman adalah bagian dari 
lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari 
satu satuan perumahan yang mempunyai 
prasarana, sarana, utilitas umum, serta 
mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di 
kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan 
(Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 Tentang 
Perumahan Dan Kawasan Permukiman).  
 
KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH 
Menurut CSU’s Urban Studies Department, 
kawasan kumuh merupakan suatu wilayah yang 
memiliki kondisi lingkungan yang buruk, kotor, 
penduduk yang padat serta keterbatasan ruang 
(untuk ventilasi, cahaya, udara, sanitasi, dan 
lapangan terbuka). Kondisi yang ada seringkali 
menimbulkan dampak yang membahayakan 
kehidupan manusia (misalnya kebakaran dan 
kriminalitas) sebagai akibat kombinasi berbagai 
faktor. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 
Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman, Permukiman kumuh adalah 
permukiman yang tidak layak huni karena 
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan 
bangunan yang tinggi, dam kualitas bangunan 
serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi 
syarat. Sedangkan perumahan kumuh adalah 
perumahan yang mengalami penurunan kualitas 
fungsi sebagai tempat hunian. 
 
CIRI-CIRI KAWASAN PERMUKIMAN 
KUMUH 
Menurut Arawinda Nawagamuwa dan Nils 
Viking (Hutapea, 2012) penyebab adanya 
permukiman kumuh adalah : 
1. Karakter bangunan yaitu umur 
bangunan yang sudah terlalu tua, tidak 
terorganisasi, vemtilasi, pencahayaan 
dan sanitasi yang tidak memenuhi 
syarat. 
2. Karakter lingkungan yaitu tidak ada 
open space (ruang terbuka hijau) dan 
tidak tersedia fasilitas untuk rekreasi 
keluarga, kepadatan penduduk yang 
tinggi, sarana prasarana yang tidak 
terencana dengan baik. 
METODE PENELITIAN 
Jenis penelitian yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif 
deskriptif dalam hal ini karena sumber data yang 
dianalisis berbentuk angka atau data kualitatif 
yang diangkakan. 












 Tidak memenuhi ketentuan 
tata bangunan meliputi 
pengaturan bentuk, besaran 
dan perletakan 
 Tidak memenuhi ketentuan 
tata kualitas lingkungan 
meliputi pengaturan blok 




 Kepadatan bangunan yang 
tinggi pada lokasi, yaitu : 
 Untuk kota metropolitan dan 
kota besar >250 unit/Ha 
 Untuk kota sedang dan kota 






 Keselamatan bangunan gedung 
 Kesehatan bangunan gedung 
 Kenyamanan bangunan 
gedung 








Sebagian atau seluruh jalan lingkungan 
terjadi kerusakan permukiman jalan pada 
lokasi perumahan atau permukiman 
Struktur 
Jalan 
Sebagian lokasi permukiman memiliki 









Masyarakat pada lokasi permukiman tidak 
dapat mengakses air minum yang memiliki 
kualitas tidak berwarna, tidak berbau dan 
tidak berasa 
4 Kondisi Kualitas Kualitas konstruksi drainase buruk, karena 
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berupa galian tanah tanpa material pelapis 





Tidak tersedianya jenis drainase lingkungan 
pada lingkungan permukiman, yaitu 




Tidak tersedianya saluran drainase 














 Mayoritas rumah tangga tidak 
memiliki kloset yang 
terhubung septitank atau tidak 
terlayani MCK 
 Mayoritas rumah tangga 
memiliki kloset yang 











Prasarana dan sarana persampahan pada 
lokasi permukiman tidak sesuai dengan 
persyaratan teknis, yaitu : 
 Tempat sampah dengan 
pemilahan sampah pada skala 
domestic atau rumah tangga 
 Tempat pengumpulan sampah 
(TPS) pada skala lingkungan 
 Gerobak sampah dan/atau truk 







Tidak tersedianya prasarana proteksi 
kebakaran pada lokasi, yaitu pasokan air 
dan jalan lingkungan, Alat Pemadam Api 
Ringan (APAR) 
 
Metode Analisis Data 
Metode yang digunakan untuk mengetahui 
tingkat kekumuhan di permukiman kumuh d 
Kelurahan Kotobangon ini diarahkan pada 
komponen fisik, yaitu dengan metode kuantitatif 
deskriptif melalui pembobotan atau skoring 
berdasarkan variabel dan indikator permukiman 
kumuh berdasarkan Panduan Penyusunan 
RP2KPKP berdasarkan Peraturan Menteri 
Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 2 
Tahun 2016 Tentang Peningkatan Kualitas 
Terhadap Permukiman Kumuh dan Permukiman 
Kumuh. Sistem pembobotan tersebut adalah 
sebagai berikut : 
1. Nilai dibagi menjadi tiga tingkatan : 
 1% - 33% yang berarti rendah 
mendapat bobot nilai 1 
 34% - 66% yang berarti sedang 
mendapat bobot nilai 3 
 7% - 100% yang berarti tinggi 
mendapat bobot nilai 5 
2. Berdasarkan kondisi kekumuhan, suatu 
lokasi merupakan : 
 Nilai 14-32 Tergolong Kumuh 
Ringan 
 Nilai 33-51 Tergolong Kumuh 
Sedang 
 Nilai 52-70 Tergolong Kumuh 
Berat 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Ketidakteraturan Bangunan 
Parameter penilaian yang dilakukan untuk nilai 
1% - 33% bangunan pada lokasi tidak memiliki 
keteraturan maka nilai yang diberikan adalah 1, 
untuk nilai 34% - 66% bangunan pada lokasi 
tidak memiliki keteraturan maka nilai yang 
diberikan adalah 3, dan untuk nilai 67% - 100% 
bangunan pada lokasi tidak memiliki keteraturan 
maka nilai yang diberikan adalah 5. 




























1 I 360 160 520 69.23 30.77 Rendah 
2 II 264 269 533 49.53 50.47 Sedang 
3 III 241 56 297 81.14 18.86 Rendah 
4 IV 211 167 378 55.82 44.18 Sedang 
5 V 218 51 269 81.04 18.96 Rendah 
Berdasarkan hasil analisis bahwa sebagian besar 
lokasi penelitian memiliki tata letak bangunan 
dengan kategori rendah, yaitu <60% 
permukiman teratur. Ketidakteraturan bangunan 
di Lingkungan I memiliki 69.23% permukiman 
teratur dan 30.77% permukiman tidak teratur, 
ketidakteraturan bangunan di Lingkungan II 
memiliki 49.53% permukiman teratur dan 
50.47% permukiman tidak teratur, 
ketidakteraturan bangunan di lingkungan III 
memiliki 81.14% permukiman teratur dan 
18.86% permukiman tidak teratur, 
ketidakteraturan bangunan di lingkungan IV 
memiliki 55.82% permukiman teratur dan 
44.18% permukiman tidak teratur, sedangkan 
ketidakteraturan bangunan di lingkungan V 
memiliki 81.04% permukiman teratur dan 
18.96% permukiman tidak teratur. 
 
           
Gambar 1 Peta Keteraturan Bangunan 
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Kepadatan Bangunan 
Parameter penilaian yang dilakukan untuk nilai 
1% - 33% bangunan pada lokasi memiliki 
kepadatan tidak sesuai maka nilai yang 
diberikan adalah 1, untuk nilai 34% - 66% 
bangunan pada lokasi memiliki kepadatan tidak 
sesuai maka nilai yang diberikan adalah 3, dan 
untuk nilai 67% - 100% bangunan pada lokasi 
memiliki kepadatan tidak sesuai maka nilai yang 
diberikan adalah 5. 
Tabel 3 Kepadatan Bangunan Lokasi Penelitian 










1 I 83,43 527 6 Rendah 
2 II 166,27 553 3 Rendah 
3 III 43,01 319 7 Rendah 
4 IV 18,56 413 22 Rendah 
5 V 21,26 312 14 Rendah 
Berdasarkan hasil analisis bahwa pada 
lingkungan I memiliki kepadatan bangunan 
sebesar 6 unit/Ha, pada lingkungan II memiliki 
kepadatan bangunan sebesar 3 unit/Ha, pada 
lingkungan III memiliki kepadatan bangunan 
sebesar 7 unit/Ha, pada lingkungan IV memiliki 
kepadatan bangunan sebesar 22 unit/Ha, 
sedangkan pada lingkungan V memiliki 
kepadatan bangunan sebesar 14 unit/Ha. 
 
Gambar 2 Peta Kepadatan Bangunan 
 
Ketidaksesuaian Dengan Persyaratan Teknis 
Parameter penilaian yang dilakukan untuk nilai 
1% - 33% bangunan pada lokasi tidak memenuhi 
persyaratan teknis maka nilai yang diberikan 
adalah 1, untuk nilai 34% - 66% bangunan pada 
lokasi tidak memenuhi persyaratan teknis maka 
nilai yang diberikan adalah 3, dan untuk nilai 
67% - 100% bangunan pada lokasi tidak 
memenuhi persyaratan teknis maka nilai yang 
diberikan adalah 5. 
Tabel 4 Tipe Bangunan Lokasi Penelitian 
Berdasarkan hasil analisis bahwa mayoritas 
bangunan hunian pada lokasi permukiman 
berkonstruksi permanen yang menunjukkan 
bahwa masyarakat di Kelurahan Kotobangon 
sudah memiliki tempat tinggal yang kualitas 
huniannya baik, tetapi masih ada juga mereka 
yang menempati rumah tidak permanen karena 
mungkin memiliki pendapatan yang rendah. 
 
Gambar 3 Peta Kualitas Bangunan 
Kualitas Jalan Lingkungan 
Parameter penilaian yang dilakukan untuk nilai 
1% - 33% memiliki kualitas jalan yang buruk 
maka nilai yang diberikan adalah 1, untuk nilai 
34% - 66% memiliki kualitas jalan yang buruk 
maka nilai yang diberikan adalah 3, dan untuk 
nilai 67% - 100% memiliki kualitas jalan yang 
buruk maka nilai yang diberikan adalah 5. 
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Tabel 5 Kualitas Jalan Lingkungan 
 
Berdasarkan hasil analisis bahwa kualitas jalan 
pada lingkungan I memiliki kualitas jalan yang 
baik sebesar 67,80% dan memiliki kualitas jalan 
yang rusak berat sebesar 1,22%, pada 
lingkungan II memiliki kualitas jalan yang baik 
sebesar 74,39% dan memiliki kualitas jalan yang 
rusak berat sebesar 0,80%, pada lingkungan III 
memiliki kualitas jalan yang baik sebesar 
81,38% dan memiliki kualitas jalan yang rusak 
berat sebesar 7,06%, pada lingkungan IV 
memiliki kualitas jalan yang baik sebesar 
13,23% dan memiliki kualitas jalan yang rusak 
berat sebesar 6,28%, sedangkan pada lingkungan 
V memiliki kualitas jalan yang baik sebesar 
21,49% dan memiliki kualitas jalan yang rusak 
berat sebesar 1,21%. 
 
Gambar 4 Peta Kualitas Jalan 
Struktur Jalan Lingkungan 
Parameter penilaian yang dilakukan untuk nilai 
1% - 33% memiliki struktur jalan yang 
berkonstruksi kerikil atau tanah maka nilai yang 
diberikan adalah 1, untuk nilai 34% - 66% % 
memiliki struktur jalan yang berkonstruksi 
kerikil atau tanah maka nilai yang diberikan 
adalah 3, dan untuk nilai 67% - 100% % 
memiliki struktur jalan yang berkonstruksi 
kerikil atau tanah maka nilai yang diberikan 
adalah 5. 
 
Gambar 5 Peta Struktur Jalan 
Tabel 6 Struktur Jalan Lingkungan Lokasi 
Penelitian 
 
Berdasarkan hasil analisis bahwa pada 
lingkungan I memiliki struktur jalan aspal 
sebesar 49,97% dan memiliki 8,84% struktur 
jalan dari tanah, pada lingkungan II memiliki 
struktur jalan aspal sebesar 81,75% dan 
memiliki 0,35% struktur jalan dari tanah, pada 
lingkungan III memiliki struktur jalan aspal 
sebesar 80,90% dan memiliki 9,65% struktur 
jalan dari tanah, pada lingkungan IV memiliki 










































































































































































































































































































Jurnal Spasial Vol 5. No. 1, 2018 
ISSN No. 2442 3262 
Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota                                                                                                     66 
 
memiliki 6,28% struktur jalan dari tanah, 
sedangkan pada lingkungan V memiliki struktur 
jalan aspal sebesar 94,06% dan tidak memiliki 
jalan berstruktur tanah. 
Kondisi Penyediaan Air Minum 
Pada variabel ketersediaan air minum, Parameter 
penilaian yang dilakukan untuk nilai 1% - 33% 
populasi tidak dapat mengakses air minum yang 
aman maka nilai yang diberikan adalah 1, untuk 
nilai 34% - 66% % populasi tidak dapat 
mengakses air minum yang aman maka nilai 
yang diberikan adalah 3, dan untuk nilai 67% - 
100% % populasi tidak dapat mengakses air 
minum yang aman maka nilai yang diberikan 
adalah 5. 





Sumur ini merupakan 






Selain sumur, sumber 
air bersih yang 
terdapat di lokasi 
penelitian yaitu 
berasal dari PDAM. 
 
 
Gambar 6 Peta Penyediaan Air Minum 
Kualitas Konstruksi Drainase 
Parameter penilaian yang dilakukan untuk nilai 
1% - 33% memiliki kualitas konstruksi drainase 
lingkungan yang buruk maka nilai yang 
diberikan adalah 1, untuk nilai 34% - 66% % 
memiliki kualitas konstruksi drainase 
lingkungan yang buruk maka nilai yang 
diberikan adalah 3, dan untuk nilai 67% - 100% 
% memiliki kualitas konstruksi drainase 
lingkungan yang buruk maka nilai yang 
diberikan adalah 5. 
        
Gambar 7 Peta Kualitas Konstruksi Drainase 



































































































































































































































Berdasarkan hasil analisis bahwa kualitas 
drainase pada lingkungan I memiliki kualitas 
drainase yang baik sebesar 34,43% dan memiliki 
kualitas drainase yang rusak berat sebesar 
1,69%, pada lingkungan II memiliki kualitas 
drainase yang baik sebesar 26,23% dan memiliki 
kualitas drainase yang rusak berat sebesar 8%, 
pada lingkungan III memiliki kualitas drainase 
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yang baik sebesar 18,53% dan memiliki kualitas 
drainase yang rusak berat sebesar 3,17%, pada 
lingkungan IV memiliki kualitas drainase yang 
baik sebesar 11,86% dan memiliki kualitas 
drainase yang rusak berat sebesar 12,11%, 
sedangkan pada lingkungan V memiliki kualitas 
drainase yang baik sebesar 35,10% dan memiliki 
kualitas drainase yang rusak berat sebesar 
15,91%. 
Jenis Drainase Lingkungan 
Parameter penilaian yang dilakukan untuk nilai 
1% - 33% memiliki jenis drainase lingkungan 
tertutup maka nilai yang diberikan adalah 1, 
untuk nilai 34% - 66% % memiliki jenis 
drainase lingkungan tertutup maka nilai yang 
diberikan adalah 3, dan untuk nilai 67% - 100% 
% memiliki jenis drainase lingkungan tertutup 
maka nilai yang diberikan adalah 5. 
 

























































71,75 28,25 Sedang 
Berdasarkan hasil analisi bahwa pada 
lingkungan I memiliki 65,56% jenis drainase 
terbuka dan 34,44% jenis drainase tertutup, pada 
lingkungan II memiliki 89,21% jenis drainase 
terbuka dan 10,79% jenis drainase tertutup, pada 
lingkungan III memiliki 65,59% jenis drainase 
terbuka dan 34,41% jenis drainase tertutup, pada 
lingkungan IV memiliki 61,92% jenis drainase 
terbuka dan 38,08% jenis drainase tertutup, 
sedangkan pada lingkungan V memiliki 71,75% 
jenis drainase terbuka dan 28,25% jenis drainase 
tertutup. 
 
Gambar 8 Peta Jenis Drainase 
Ketidaktersediaan Drainase Lingkungan 
Parameter penilaian yang dilakukan untuk nilai 
1% - 33% memiliki drainase lingkungan 1 sisi 
jalan maka nilai yang diberikan adalah 1, untuk 
nilai 34% - 66% % memiliki drainase 
lingkungan 1 sisi jalan maka nilai yang 
diberikan adalah 3, dan untuk nilai 67% - 100% 
% memiliki drainase lingkungan 1 sisi jalan 
maka nilai yang diberikan adalah 5. 
 
Gambar 9 Peta Letak Drainase 
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Berdasarkan hasil analisis bahwa pada 
lingkungan I memiliki 14,50% letak drainase 1 
sisi dan 85,50% letak drainase 2 sisi, pada 
lingkungan II memiliki 12,08% letak drainase 1 
sisi dan 77,92% letak drainase 2 sisi, pada 
lingkungan III memiliki 1,72% letak drainase 1 
sisi dan 98,28% letak drainase 2 sisi, pada 
lingkungan IV memiliki 5,69% letak drainase 1 
sisi dan 94,31% letak drainase 2 sisi, sedangkan 
pada lingkungan V memiliki 0,62% letak 
drainase 1 sisi dan 99,38% letak drainase 2 sisi. 
Kondisi Pengelolaan Air Limbah 
Untuk sanitasi lingkungan, Parameter penilaian 
yang dilakukan untuk nilai 1% - 33% tidak 
memiliki toilet atau MCK di tiap bangunan 
maka nilai yang diberikan adalah 1, untuk nilai 
34% - 66% % tidak memiliki toilet atau MCK di 
tiap bangunan maka nilai yang diberikan adalah 
3, dan untuk nilai 67% - 100% % tidak memiliki 
toilet atau MCK di tiap bangunan maka nilai 
yang diberikan adalah 5 



















yang lebih besar 
daripada gambar 
kondisi MCK 
yang ada di atas, 
kondisi MCK di 
samping berada 
di dalam hunian. 
 
Kondisi Persampahan 
Untuk variabel persampahan, parameter 
penilaian yang dilakukan untuk nilai 1%-33% 
tidak memiliki sarana prasarana persampahan 
pada lokasi maka nilai yang diberikan adalah 1, 
untuk nilai 34%-66% tidak memiliki sarana 
prasarana persampahan maka nilai yang 
diberikan adalah 3, dan untuk nilai 67%-100% 
tidak memiliki sarana prasarana persampahan 
maka nilai yang diberikan adalah 5. 




Terlihat kondisi di 
samping kondisi 
lubang tempat 
sampah yang dibuat 





Gambar yang terlihat 
di samping adalah 
kondisi tempat 
sampah yang biasa 
digunakan warga 
sehari – hari. 
Sebagian besar warga 
menaru sampah di 
depan jalan untuk 
diangkut oleh 
petugas kebersihan. 
Kondisi Proteksi Kebakaran 
Parameter penilaian yang dilakukan untuk nilai 
1% - 33% tidak memiliki sarana prasarana 
proteksi kebakaran pada lokasi maka nilai yang 
diberikan adalah 1, untuk nilai 34% - 66% % 
tidak memiliki sarana prasarana proteksi 
kebakaran pada lokasi maka nilai yang diberikan 
adalah 3, dan untuk nilai 67% - 100% % tidak 
memiliki sarana prasarana proteksi kebakaran 
pada lokasi maka nilai yang diberikan adalah 5. 
 
Gambar 10 Peta Sirkulasi Penanggulangan 
Kebakaran 
Tabel 13 Pembobotan Tingkat Kekumuhan 
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√   Rendah 1 
Jenis 
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  √ Berat 5 
 
TOTAL = 18 (Kumuh Ringan) 
Tabel 14 Pembobotan Tingkat Kekumuhan 
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Tabel 15 Pembobotan Tingkat Kekumuhan 
























√   Rendah 1 
Kepadatan 
Bangunan 




√   Rendah 1 
2 Jalan Kualitas Jalan √   Rendah 1 




Akses Air Minum 
√   Rendah 1 
4 Drainase Kualitas Drainase √   Rendah 1 
Jenis Drainase  √  Sedang 3 
Ketidaktersediaan 
Drainase 
√   Rendah 1 
5 Sanitasi Prasarana Sanitasi 
Lingkungan 



















Tabel 16 Pembobotan Tingkat Kekumuhan 
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√   Rendah 1 
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√   Rendah 1 
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Tabel 17 Pembobotan Tingkat Kekumuhan 
























√   Rendah 1 
Kepadatan 
Bangunan 





√   Rendah 1 
2 Jalan Kualitas 
Jalan 
√   Rendah 1 
 Struktur 
Jalan 






√   Rendah 1 
4 Drainase Kualitas 
Drainase 
√   Rendah 1 
Jenis 
Drainase 




√   Rendah 1 
5 Sanitasi Prasarana 
Sanitasi 
Lingkungan 




















KESIMPULAN DAN SARAN 
Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis, maka diketahui 
bahwa tingkat kekumuhan di Kelurahan 
Kotobangon Kecamatan Kotamobagu Timur 
adalah kumuh ringan. 
Saran 
1. Dengan mengacu pada hasil penelitian 
direkomendasikan agar dilakukan 
peningkatan kualitas permukiman 
lingkungan sehingga kategori kumuh 
ringan menjadi 0% kumuh. 
2. Perlu adanya optimalisasi program-
program yang diadakan pemerintah atau 
pun instansi-instansi terkait guna 
meningkatkan kualitas permukiman 
menjadi lebih baik termasuk didalamnya 
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